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5.1. Kesimpulan

Gagasan etika diskursus Jiirgen Habermas, menampilkan gambaran
komunikasi yang ideal tanpa adanya tekanan dari pihak lain, bebas dan tidak ada
yang terdistorsi dalam proses diskursus. Dalam etika diskursus, Habermas
berusaha mempertemukan berbagai macam pemahaman yang berbeda dalam
sebuah forum bersama yang diwarnai pluralitas. Etika diskursus juga meyakini
bahwa pluralitas bukanlah suatu kebetulan, melainkan realitas masyarakat yang
sudah ada. Maka, otonomi pihak lain semestinya dihargai dan diterima sebagai
kenyataan yang sudah ada. Etika diskursus juga menampilkan sisi solidaritas
yang ditumbuhkan melalui diskursus. Dalam konteks masyarakat yang berwajah
plural, solidaritas dapat ditemukan ketika mempertimbangkan suatu model

kehidupan bersama yang ideal.

Dalam merumuskan gagasan etika dikursus, Habermas mendasarkannya
pada konsep tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif merupakan basis
epistemik dari etika diskursus untuk mencapai sebuah konsensus. Etika diskursus
yang dirumuskan oleh Habermas merupakan suatu praxis komunikasi yang
bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama tentang suatu masalah yang

berhubungan dengan legitimasi nilai moral.

Etika diskursus dapat menjadi dasar yang memungkinkan terwujudnya
ideal suatu masyarakat plural. Berhubungan dengan hal ini, etika diskursus hadir
sebagai basis hidup bersama yang berorientasi untuk menghargai heterogenitas.
Secara gamblang hal ini bisa ditemukan dalam aturan dan mekanisme etika
diskursus yang menekankan pentingnya penghargaan dan pengakuan terhadap
yang lain. Lebih jauh, etika diskursus juga menekankan pentingnya solidaritas
dan toleransi pada masyarakat plural. Penghargaan terhadap perbedaan,
solidaritas dan toleransi merupakan nilai bersama yang harus dipertahankan dan
diperjuangkan agar terciptanya suatu masyarakat yang adil. Dengan demikian,

etika diskursus menunjukkan sebuah komunikasi yang ideal, tanpa paksaan,



bebas dan tidak terdistorsi, sehingga ia relevan dalam konteks kehidupan

bersama.

Sebagai sebuah konsepsi pemikiran, relevansi etika diskursus amat
terbatas dalam konteks Indonesia. Salah satu keterbatasan dari etika diskursus
ialah sulit untuk diterapkan pada masyarakat yang secara radikal terikat pada
tradisi metafisiknya. Sebab etika diskursus merupakan model etika yang hanya
berlaku pada masyarakat liberal pasca-tradisional. Bertolak dari uraian ini, dapat
disimpulkan bahwa, etika diskursus Habermas tidak sepenuhnya relevan dalam
konteks Indonesia yang masih terikat dengan tradisi metafisiknya. Akan tetapi,
pada uraian sebelumnya, karakteristik etika diskursus secara radikal menekankan
prinsip kesetaraan, solidaritas dan toleransi, menjadikan etika diskursus sebagai
prosedur dalam pengeloaan konflik normatif di Indonesia. Selanjutnya, etika
diskursus juga menekankan pentingnya dialog rasional dalam pengelolaan
konflik normatif pada masyarakat plural, sehingga bisa menciptakan idea

keadilan yang bisa diterima secara umum.
5.2. Saran

Adapun di akhir tulisan ini, penulis menyematkan beberapa saran yakni,
pertama, keluarga. Keluarga merupakan tempat awal di mana seorang individu
bertumbuh dan berkembang. Di dalam keluarga seorang individu dibentuk
menjadi pribadi yang unik. Selain itu, keluarga juga dipandang sebagai tempat di
mana seorang individu mendapat pendidikan pertama sebelum ia terjun ke dalam
masyarakat. Dengan demikian, peran keluarga dalam membentuk pola pikir
seorang individu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif seorang

individu.

Di dalam keluarga, peran orangtua sangat penting dalam menentukan
perkembangan pola pikir anak. Karena itu, orangtua mesti membiasakan anaknya
untuk berpikir kritis. Dalam artian bahwa orangtua membiarkan anaknya untuk
bertanya tentang sesuatu agar ia dapat membedakan antara yang baik-buruk dan
benar-salah. Selain itu, orangtua juga berperan penting dalam membentuk anak

menjadi pribadi yang komunikatif. Seorang anak akan memahami bahwa



komunikasi atau diskusi mengenai sesuatu sangat penting. Hal ini bertujuan agar
ia mampu mengambil keputusan secara bijak. Oleh karena itu, bimbingan
keluarga sangat penting dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan

seorang individu menjadi pribadi yang kritis dan komunikatif.

Kedua, para pendidik; Kemampuan berdiskusi dan kesadaran
membangun hidup yang harmonis, bukan sesuatu yang muncul secara spontan,
melainkan sesuatu yang diajarkan atau ditanamkan melalui proses pendidikan.
Salah satu pihak yang memiliki andil besar dalam hal ini adalah seorang
pendidik. Peran seorang guru sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa.
Ketika seorang guru menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi teladan
bagi para muridnya untuk mencintai pluralitas dan tanah air, maka masa depan
bangsa akan lebih baik tanpa harus diusik oleh konflik yang dipicu oleh
penolakan terhadap pluralitas. Dalam proses pendidikan, seorang guru
hendaknya mengajarkan kepada muridnya tentang arti pentingnya nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila yang harus dihayati oleh para murid, sehingga
integritas bangsa di masa depan bisa lebih baik lagi. Pentingnya nilai solidaritas,
toleransi, menghargai dan menerima otonomi yang lain secara tulus merupakan
identitas dari Pancasila yang harus di tanamkan kepada para murid dan juga

harus mendapat perhatian khusus dari lembaga pendidikan.

Ketiga, tokoh agama. tokoh agama hendaknya selalu senantiasa
mengembangkan sikap epistemisnya dalam melihat realitas majemuk yang ada di
Indonesia. Pentingnya diskursus, merupakan salah satu prioritas yang tidak boleh
diabaikan oleh masyarakat. Membangun diskursus dengan agama lain
merupakan alternatif yang baik dalam memecahkan sebuah persoalan atau
menyelesaikan sebuah konflik. Para pemuka agama hendaknya menjadi yang
terdepan dalam pengupayaan untuk berdiskursus dengan agama lain dan
melarang sesama pemeluknya untuk menciptakan konflik yang menimbulkan
disintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dialog yang dibangun semestinya
dibangun atas dasar toleransi, keterbukaan, penghargaan terhadap otonomi lain

secara otentik.



Keempat, pemerintah. Menurut penulis, negara atau pemerintah perlu
memperhatikan suara-suara kritis agama dalam diskursus publik. Hal ini
bertujuan agar kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya
menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, melainkan kebijakan tersebut
harus berlandaskan pada asas keadilan bagi semua. Pandangan-pandangan agama
perlu di akomodasi. Namun, bukan hanya agama mayoritas, tapi agama
minoritas juga dilibatkan dalam diskursus. Oleh karena itu, peran pemerintah
untuk tidak mengabaikan pandangan agama sangat menentukan dalam upaya

membendung konflik pada tataran norma.

Selain itu, pemerintah juga mesti menyediakan ruang bagi diskursus
antaragama dalam menyelesaikan konflik. Pemerintah tidak boleh memonopoli
ruang publik seolah-olah konflik antaragama hanya dapat diatasi oleh pemerintah
sendiri. Pemerintah hanya sebatas sebagai penjamin kebebasan bagi setiap
pemeluk agama dalam menjalankan keyakinan agamanya. Sedangkan persoalan-
persoalan teologis mesti dipercayai kepada setiap agama. Dengan demikian,
pemerintah tidak bersikap totaliter dalam mengatasi konflik, karena ia
memberikan kebebasan kepada setiap agama untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan teologis yang kerap kali menjadi pemicu ketidakadilan dalam hidup
bersama. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah harus

menyadari batas-batas intervensinya.

Pemerintah juga harus tetap mempertahankan sikap netral dalam
mengusahakan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, masyarakat majemuk hanya
dapat berkembang apabila kebijakan-kebijakan yang diambil selalu
mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang plural, sehingga
kebijakan-kebijakan yang diambil tidak mendiskreditkan pihak lain. Dengan
demikian, hendaknya pemerintah dapat menciptakan atmosfer yang selalu
memberi energi positif dalam menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia. Di
samping itu, pemerintah juga harus selalu memastikan semua pihak diperlakukan
secara adil dan sama sebagai warga negara, serta mengambil sikap tegas terhadap
berbagai tindakan yang menimbulkan disintegrasi kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dalam menciptakan keharmonisan, hendaknya pemerintah



menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang
ideal di tengah masyarakat, agar tercapainya sikap toleransi dan sikap

menghargai.

Kelima, kaum intelektual. Kaum intelektual yang dimaksudkan di sini
ialah para mahasiswa-mahasiswi, para aktivis sosial, para pemikir dan siapa saja
yang memiliki hasrat mulia untuk memperjuangkan kehidupan yang adil pada
masyarakat plural. Kaum intelektual diharapkan menjadi pribadi kritis yang
selalu berani bersuara berhadapan dengan ketidakadilan yang seringkali dialami
oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat plural. Kaum intelektual
diharapkan bisa mengekspresikan secara tegas penolakan terhadap berbagai
gerakan yang mengancam kesatuan bangsa dan selalu menyuarakan semangat
solidaritas, toleransi, dan menghargai hak orang lain, dalam upaya membangun

masyarakat yang adil dan harmonis.
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